BUPATI SIMEULUE
PEMERINTAH AC™H

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22
TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah, maka
perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pendirian Perusahaan Daerah ™ bupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan
Ketiga atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun
2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang....
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telr™ diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomc~ 9
Tahun 2015 tentang "erubahan k lua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 1 aun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 305);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dala—~ Negeri Nomor 3 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990
tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah
dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan "-ggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor
26 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Qanun
" ibupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor
3);

Dengan....



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TTNTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22
TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN D*T™RAH
KABUPATEN SIMEU" JE.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor
22 Tahun ~20" tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 200" Nomor 26 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran
Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 3] diubah
sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 4 dihapus, angka 5
¢*1bah, angka 7 diubah, angka 8 diubah dan diantara angka 8
dan angka 9 disisip angka baru yaitu angka 8.a, angka 10
dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

pr “velenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah "upati Simeulue.

Dihapus.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang

selanjutnya disingkat DPRK Simeulue adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan & )jagai
unsur penyelenggara pe - :rintahan daerah.

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue,

7. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang
bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Daerah
untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta
mew: '"ili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Perusahaan Daerah.

9w

8.a Bupati....



8.a Bupati yang mewakili Pemerintah Kabupaten dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut kuasa pemilik
modal yang disingkat KPM adalah organ Perusahaan
daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue.

10. Dihapus.

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisip dua Pasal Baru, yaitu
Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten
dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana ¢ aksud pada
ayat (1}dalam kebijakan Perusahaan Taerah meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;

Cc. penugasan;

d.

penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan; d-1

pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan
modal pada Perusahaan Daerah..

o

Pasal 1B

(1) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dalam
kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada
Perusahaan Taerah, berkedudukan sebagai pemilik
modal.

(2) Bupati selaku pemilik modal pada Perusahaan Daerah
mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagai-— ana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada
pejabat Perangkat Daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) antara lain:

perubahan anggaran dasar;

pengalihan aset tetap;

kerja sama;

investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan

anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;

penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber
dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan
revaluasi aset, dan agio saham;

pengangkatan dan pemberhentian Dewan

Pengawas dan Direksi;

penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

penetapan besaran penggunaan laba;

pengesahan laporan tahunan;

penggabungan, pemisahan, - :leburan, pengamb™

alihan, dan pembub-—-an Perusahaan Daerah;dan

Ao

b a

bbb = 0R

k.jaminan....



(5)

()

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan
"aerah dalam 1 (satu} transaksi atau lebih;

Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang

bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan.

Besaran insentif pelaksana kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

berdasarkan:

a. target kinerja Perusahaan Daerah;

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan Perusahaan Daerah.

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan

insentif pelaksana kewenangan sebagaimana
d’ aksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur
dalam Peraturan Bupati.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip 8 (delapan) Pasal baru
yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal
7F, Pasal 7G dan Pasal 7H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

(3)

(4)

()

Pasal 7A

Sumber modal Perusahaan Daerah terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c¢. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

a. APBK; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dapat bersumber dari:

a. Daerah;

b. F ~usahaan Daerah lainnya; dan/atau

c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dapat bersumberdari:

a. pemerintah Pusat;

b. Daerah;

c. perusahaan Daerah lainnya; dan/ atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d me* H»uti:

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Pasal....



Pasal 7B

Modal Perusahaan Daerah yang bersumber dari
penyertaan modal Daerah merupakan batas
pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan
Daerah.

Pasal 7C

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
a. Pendirian Perusahaan Daerah;dan
b. Penambahan modal Perusahaan Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan
barang milik De -ah.

(3) Barang milik Taerah dinilai sesuai nilai ril pada saat
barar milik Daerah dijadikan penyertaan meodal
Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang
milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 7D

(1) Penyertaan —odal Daerah dalam rangka penambahan
modal Perusahaan Daerah dilakukan untuk:
a. Pengembangan usaha;
b. Penguatan struktur pemodalan; dan
¢. Penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal
Perusahaan Daerah sebagsz’~ ana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi
oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana
bisnis Perusahaan Daerah.

Pasal 7E

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7F

(1) Perusahaan Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai
dengan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal....



Pasal 7G

(1) Perus-".aan Daerah dapat menerima "ibah.

(2) Ketentuan m 1genai penerimaan hibah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 7H

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan  revaluasi
aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM (kuasa
pemilik modal).

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dile '-3anakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Pengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh organ
Perusahaan Daerah.

(2) Organ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 3 (tiga) Pasal baru yaitu
Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal OA

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Daerah dalam
1 (satu) Taerah dilarang memiliki hubungan keluarga
sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus Kkeatas,
kebawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang
timbul karena perkawinan.

Pasal 9B

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan

Daerah apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perusahaan Daerah;

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah secara
melawan hukum.

Pasal....



Pasal 9C

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat
dalam pengembangan usaha Perusahaan Daerah.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rapat tahunan;
b. Rapat  persetujuan rencana kerja  anggaran
Perusahaan Daerah; dan
c. Rapat luar biasa.

Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perusahaan
Taerah.

(2) Direksi pada Perusahaan Daerah diangkat oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan Daerah
ditetapkan oleh KPM.

(4) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan Daerah
sebage rana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1
(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan
asas efisiensi dan efektifitas pengurusan
Perusahaan Daerah.

(6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip satu Pasal baru yaitu
Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk

1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan Ic*1 sesuai dengan ketentuan perature
perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat
untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 11 dihapus.
Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bertagwa kepada Allah SWT;

h. setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik
Indonesia;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki....
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. memiliki akhlak moral yang tidak tercela, keahlic—,

integritas, kepemimpinan, pengalaman,  jujur,
per "iku yang baik, dan ded-asi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan;
memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami manajemen perusahaan;

memiliki pengetahuan yang mems 1 di bidang usaha
perusahaan;

. berijazah paling —:ndah Strata 1 (S-1);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tim;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar ¢ tama kali;

tidak pernah menjadi anggota Tireksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau keuangan
daerah;

. tidak sedang —enjalani sanksi pidana; dan
. tidak sedang menjadi mengurus partai politik, calon

kepala daerah atau caion wakil kepala daerah, calon
anggota legislatif dan atau Aparatur Sipil Negara
(ASN).

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisip 2 (dua) Pasal baru
yaitu Pasal 13B dan Pasal 13C, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 13B

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan
melalui seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekura - -kurangnya meliputi t-apan uji kelayakan
dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga
profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan "upati.

Pasal 13C

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B wajib
menandatangani  kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Direksi.

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13B ayat (2) tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatannya.

(3) Dalam....
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(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali,
anggota Direksi wajib menandatangani kontrak
kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum
pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 13 dihapus.
Pasal 1. diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai be—~"'ut:
Pasal 15

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisip 4 (empat) Pasal baru
vaitu Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena
masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b, anggota Direksi wajib
menyampaikan laporan pengurusan tugas e r
masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota D’ :ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengurusan yang belum dilaporka—- paling lambat (1)
(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} serta
penilaian dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} sebagai dasar pertimbangan
KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan
anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
dilakss -akan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 15B
(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢, pemberhenti
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian....



(2)

11

Pemberhentian anggota Direksi  sebagaimana

dimaksud pada ayat () dilakukan  apabila

berdasarkan data dan infortmasi yang dapat dibuktikan
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak r- “laksanakan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan dan/atau ketentuan
anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kec "angan yang
mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Taerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan

yvang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

. mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal
Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan
pembubaran Perusahaan Daerah.

o

Pasal 15C

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan

(3)

(1)

rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lain,
badan usaha milik negara, dan badan usaha milik
swasta;

b. jabatan lainnya sesuai de ran ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan kor“ik

kepentingan.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Direksi.

Dalam hal "etentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru anggota Direksi,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi
dinyatakan berakhir.

Pasal 15D

Anggota Tireksi wajib dengan itikad baik dan
tanggung jawab menjalankan tugas  untuk
kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah.

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM....
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(3) KPM dapat mengajukan gugatan kepengadilan
terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan
atau '-elalaiannya menimbulkan kerugian pada
Perusahaan Daerah kecuali anggota Direksi yang
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan
tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum
daerah.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

Dire’ i mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
mengenail harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak
digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk
dihapuskan/dijual, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Direksi memerlukan persetuyjuan dari Dewan Pengawas
dalam hal:

a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha
dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat
berkurangnya aset dan membebani anggaran
Perusahaan Daerah;

b. menjual obligasi;

c¢. memindah tangankan atau membebani benda tak
bergerak milik Perusahaan Daerah;

d. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

(2) Dalam hal Direksi tidak mematuhi/melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, segala tindakan
Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan
Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota
Direksi.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Per~hasilan Direksi pada perusahaan Daerah
ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas;dan/ atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ¢’'sisip 3 (tiga) Pasal baru

yaitu Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal....
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(3)
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Pasal 20A

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat
Direksi.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat
diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh
anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang
berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan,
termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 20B

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi,
pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah dilaksanakan
oleh Dewan Pengawas.

Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal
Perusahaan Daerah untuk membantu pelaksanaan
tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi
definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Talam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh
anggota Direksi dan seluruh -ggota Dewan
Pengawas, pengurusan perusahaan Daerah
dilaksanakan oleh KPM,

KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan
Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas
pengurusan Perusahaan Daerah sampai dengan
pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif
paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal " 3C

Anggota  Direksi tidak berwenang mewakili

Perusahaan Daerah apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan
Daerah dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan/ atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
kepentingan vang bertentangan dengan
kepentingan Perusahaan Daerah.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang berhak mewakili Perusahaan

Daerah yaitu:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak —1empunyai

benturan kepentingan dengan Perus: -aan
Daerah;

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai bentura kepentingan

dengan Perusahaan Daerah;atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal
seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas
mempunyai benturan kepentingan dengan
Perusahaan Daerah.

18. Ketentuan.....
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18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pegawai Perusahaan Daerah memperoleh penghasilan
vang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan,
tanggungjawab dan " erja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai I usahaan
Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan Daerah.

(3) Penghasilan pegawai Perusahaan Daerah paling banyak
terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan
pegawai Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati.

19. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 3 (tiga) Pasal baru
yaitu Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21A

Perusahaan Daerah wajib mengikut sertakan pegawai
Perusahaan Daerah pada program jaminan kesehatan,
jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21B

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai,
Perusahaan Daerah melaksanakan program peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 21C

Pegawai Perusahaan Daerah dilarang menjadi pengurus
partai politik.

20. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip satu BAB baru yaitu
BAB VIII A dan disisip 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 21D,
Pasal "1E, Pasal 21F, Pasal 21G dan Pasal 21H, se™‘ngga
berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE
LAINNYA

Pasal 21D
(1) Pada setiap perusahaan Daerah dibentuk satuan
pengawas intern yang merupakan aparat pengawas

intern perusahaan.

(2) Satuan....
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{2) Satuan pengawas interm sebaga’ana dims'--ud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang
bertanggung jawab kepada direktur utama.

{3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan
Pengawas.

Pasal "1E

Satuan pengawas intern 7~ >mpunyai tugas:

a. membantu direktur utama dala-- melaksanakan
pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan
Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan
pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah, dan
memberikan saran perbaikan,;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan
atau basil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
direktur utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang
telah dilaporkan.

Pasal 21F

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas
hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama
dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(2) Satuan pengawas intern dapat —memberikan
keterangan  secara langsit—g Lkepada Dewan
Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud ps "1
ayat (1).

Pasal 21G

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan
satuan pengawas intern kepada seluruh anggota
direksi, untuk selanjutnya diti~ 1aklanjuti dalam
rapat direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengr—1bil
langkahyang diperlukan atas segala sesuatu yang
dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan
yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 21H
Dalam —ielaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern
wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi
lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas

dan tr ~ggungjawabnya masing-mas’—-g.

21. BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB....
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26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
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BAB IX

Dewan Pengawas

Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur
independen dan wunsur lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat terc’t atas pejabat Pemerintah Pusat dan
pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas
melaksanakan pelayanan publik.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 {satu) Pasal baru
yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan
Daerah; dan
b. mengawasi dan m mberi nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan pengurusan perusahaan
Daerah.
(2) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal *% dihapus.
Pasal ™5 dihapus.
Pasal 26 dihapus.
Pasal 27 dihapus.
Pasal 28 dihapus.
Pasal 28A dihapus.

Pasi ' 28B dihapus.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
vang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. Bertagwa kepada Allah SWT,;

b. Warga Negara Indonesia (WNI};

c. sehat jasm-—i dan rohani;

d. memiliki ’ eahlian, integritas, ¥ Jemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen;

g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada

saat mendaftar pertama kali;

j- tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah
atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan
Direksi sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis
lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk
hubungan yang timbul karena perkawinan;

k. tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah r-:njadi anggota Direksi, L[ wan

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin

dinyatakan pailit;

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon

kepala daerah -*-u calon wakil kepala daerah, dan/atau

calon anggoti  rislatif.

ok e
1

[—
.

B

Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 4 (empat) Pasal baru
yvaitu Pasal "9A, Pasal 29B, Pasal 29C dan Pasal 29D,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Proses pemilihan anggota Dewan = Pengawas
dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan
dan kepatutan yang dil-'*-ukan oleh tim atau
lembaga profesional.

1 MAOT

Pasa

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan Iulus
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A wajib
menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota "ewan Pengawas.

(2) Pengankutan....
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(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi,
kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada
saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29A tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas
yvang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik
selama masa jabatannya.

(4) Dalalm hal anggota Dewan diangkat kembali,
anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani
kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum
pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan
Pengawas.

Pasal 29C

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh
KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama
dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari |
(satu} orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan
Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan  jumlah anggota Dewan  Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas
keputusan, pengawas:-, dan pembiayaan bagi
kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 29D

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan
paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk I(satu) kali masa jabatan,

Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai br~kut:

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisip 10 (sepuluh) Pasal
baru yaitu Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D,
Pasal 31E, Pasal 31F, Pasal 31G, Pasal 31H, Pasal 311, dan
Pasal 31J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal....
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(3)
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(2)
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Pasal 31A

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir
karena masa jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf b anggota Dewan
Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan
tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan
tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa
jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat || sebagai dasar
pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa
jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor
akunta publik kepada KPM.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh
anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas
pengawasan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh
KPM.

Pasal 31B

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir

karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢, pemberhentian
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas
yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan  ketentuan = Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau ket 1tuan
anggaran dasar;

c. terlibat dr'wum tindakan kecurangan yang

mengakibatkan kerugian pada Perusahaan
™aerah, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan secbagai
anggota Dewan Pengawas sesuai dengan
ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan;
dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Daerah seperti
Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan

pembubaran Perusahaan Daerah.

Pasal....
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Pasal 31C

Anggota Dewan Pengawas diber' »ntikan oleh KPM.
Pasal 31D

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku
lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas
dan/ atau ¢ ggota Komisaris.

(2) Pelanggaran kel 1tuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan ¢ )agaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20
(dua puluh} hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota
Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan
sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan
berakhir.

Pasal 31E

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang me¢1angku
jabatan rangkap sebagai:

a. anggota [ ~eksi pada Perusahaan Daerah, badan
usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik
swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana d*aksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
diberhent”-an sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana d'—iaksud pada
ayat {2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota
Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan
sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan
berakhir.

Pasal 31F

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik
dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan Perusahaan Daerah.

(2) Setiap £ ~ggota Dewan Pengawas bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai menjr'inkan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena
kesalahan atau kelalaiannya mer —1bulkan
kerugian pada perusahaan Daerah kecuali anggota
Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti
kerugian yvang  ditimbulkan tersebut dan
disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal....
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Pasal 31G

(1) Penghasilan anggota Dew: - Pengawas ditetapkan
oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan
anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. honorariu—;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan
anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31H

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang
sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Daerah.
(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas

Dewan Pengawas.

Pasal 311

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada
Perusahaan Daerah dan dimuat dalam rencana kerja
dan anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 314

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat
Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan
Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan
Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan
Pengawas setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah
rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan
diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan
ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32 dihapus.
Pasal 32A dihapus.
Pasal 32B dihapus.

Diantara BAB IX dan BAB X disisip satu BAB baru yaitu
BAB IXA, sehing~a berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip 3 (tiga) Pasal baru
yaitu Pasal 32C, Pasal 32D dan Pasal 32E, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal....
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Pasal 32C

(1) Dewan Pengawas membentuk '—hmite audit dan
komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan
berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana
dimaksud pa”’" ayat (1) beranggotakan unsur
independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Pengawas.

{3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dalam pelaksanaan
tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan
pengawas intern.

Pasal 32D

Komite audit mempunyai tugas:

a. M nbantu Dewan Pengawas dalam memastikan
efektivitas  system  pengendalian intern dan
efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang
dilaksanakan oleh satuan pengawas intern
maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai
penyempurnaan sistem pengendalian manajemen
serta pelaksanaannya,;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang
memuaskan terhadap segala informasi yang
dikeluarkan perusahaan;

e. melakukan  identifikasi terhadap hal yang
memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan
pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 327

(1) Dalam hal keuangan Perusahaan Daerah tidak
mampu membiayai pelaksanaan tugas komite
audit dan komite lainnya, Perusahaan Daerah
tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan
komite lainnya.

(2) Dalam hal tidi'- dibentuk komite audit dan komite
lainya dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan
komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas
intern.

BAB XI dan Pasal 34 dihapus.
BAB XIII dan Pasal 36 dihapus.
BAB XiV diubah.

BAB XIV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH
Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal....
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Pasal 37

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan
anggaran yang merupak: - penjabaran tahunan
dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan  anggar: - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan
anggaran kepada Dewan Pengawas paling la—bat
pada  akhir bulan November untuk ditandatangani
bersama.

(4) Rencana  kerja dan  anggaran yang  telah
ditandatangani bersama Dewan Pengawas
disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan
pengesahan.

Diantara BAB XIV dan BAB XV disisip "‘satu) BAB
baru yaitu BAB XIVA, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI A
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37A

(1) Direksi wajib menyiap' 1n rencana bisnis yang
hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pal g sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perusahaan Daerah saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana
bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan,
dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis
kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani
bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama
Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk
mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar f janjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada kementerian dalam negeri.

Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39

(1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama
dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana daksud pada ayat (1)
harus saling menguntungkan dan melindungi
kepentingan Pemerinta' Daerah, masyarakat luas,
dan pihak yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan....
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(3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Daerah dengan
pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai
dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset
tetap yang dimiliki Perusahaan Daerah, kerja sama
dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan
ekuitas berlaku ketentuan:

a. disetujui oleh KPM;

b. lapors -~ k¥ 1angan Perusahaan Daerah 3 (tiga)
tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal
berupa tanah dari Perusahaan Daerah yang
berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis
utama.

(6) Perusahaan Daerah memprioritaskan kerjasama
dengan Perusahaan Daerah milik Pemerintah
Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama
daerah.

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
kepada Perusahaan Daerah untuk melaksanakan
kerjasama.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama
Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisip 2 {dua) BAB
baru yaitu BAB XVIA dan BAB XVIB sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIA
PINJAMAN

Pasal 39A

(1) Perusahaan Daer:™ dapat melakukan pinjaman
dari lembaga  keuangan, Pe erintah  Pusat,
Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya
dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan
investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan
Daerah yang berasal dari hasil usaha Perusahaan
Daerah dapat dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perusahaan Daerah melakukan
pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada F nerintah Daerah, tidak dipersyaratkan
jaminan.

(4} Ketentuan  lebih lanjut mengenai pinjaman
Perusaha:r - Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB....
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BAB XVIB
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 3B

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan
triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan
sebags ‘“mnana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan
kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana ¢*1aksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kerja setelah tahun buku F usahaan Daerah
ditutup.

(5) Laporan tahunan secbagaimana dimaksud pada ayat
(4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalamm hal terdapat Dewan Pengawas tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyampaian dan peny )arluasan laporan tahunan
Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam
Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 39C

(1) Laporan direksi Perusahaan Daerah terdiri dari
laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan
tahunan.

‘** Laporan bulanan dan Laporan ‘'wulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
laporan kegiatan operasional dan laporan keuang: -
yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana ¢ naksud pada ayat
(1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diauc*
dan laporan manajemen yang ditandatangani
bersama L’ :ksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu
30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada
masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disahkan oleh KPM

-

(7) Dalr 1....



26

(7} Dalam  hal terdapat anggota direksi tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Tupati.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyampaian dan publikasi laporan tahuv-an
Dire’ ~i diatur dalam Peraturan Tupati.

Bay n Ketiga
Laporan Tahunan Perusahaan Daerah
Pasal 39D
(1) Laporan tahunan bagi perusahaan Daerah paling

sedikit memuat:
a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan perusahaan
Daerah;

¢. laporan pelaksanar— tanggung jawab social dan
lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha
perusahaan umum Daerah;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang

telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas
selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan
Pengawas;dan

g. penghasilan anggota Direksi dan -ggota
Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau
dalam perbandir~an dengan tahun buku
sebelumnya.

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang

bersangkutan;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

/0

Bagian Keempat
Pengawasan Perusahaan Daerah

Pasal 39E

(1) Pengawasan  terhadap Perusahaan Daerah
dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola
Perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh  pengawasan intern:’ dan
pengawasan cksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat
(2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite
audit, dan/ atau komite lainnya.

(4) Pengawas....
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(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud
ayat {2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupa: 1.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daer ™1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksr—-akan oleh pejabat
pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanaks -
fungsi pengawasan.

Pasal 11

{1} Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten
Simeulue Nomor 27 Tahun 2002 tentar~ Pendirian
Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran
Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 26
Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali - -akhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten
Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue
Tahun 2014 Nomor 3) masih tetap berla’ 1 sepanjang
tidak bertentangan dengan Qanuni-'.

(2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 Mktober °"?N M
13 Safar 1442 H
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